
Lampiran V 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia 
Nomor     : 2-144/KMA/SK/VIII/2022   
Tanggal   : 30 Agustus 2022 

 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

PENGADILAN TINGGI MEDAN 

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN 
Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar, 

Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id 
 

 
 

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN 
PERMOHONAN INFORMASI 

                               No. Pendaftaran* : _______________________               
                                     
Nama : ___________________________________________ 

Alamat : ___________________________________________ 

   ___________________________________________ 

No. Telp/Email : ___________________________________________ 

Rincian informasi yang   ___________________________________________ 

Dibutuhkan : ___________________________________________ 

 

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah : 

 

 

 

 

Pengecualian informasi :  Pasal 17 huruf ______ UU KIP ** 

Didasrkan pada alasan :    Pasal ____ UU________ *** 

 

Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan 

konsekuensi sebagai berikut : _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Dengan demikian menyatakan bahwa :  

 

 

 

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat 

mengajukan keberatan kepada atasan PPID, yaitu : 

_______________________ **** selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

menerima Surat Keputusuan ini. 

   
Simalungun,     /             /      **** 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
 
 

(__________________________) 
 Nama, Jabatan & Tandatangan 

 
                                                                                                                                                                                                                           

Keterangan : 
* : Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik 
** : Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian Pasal 17 hurug a-i UU KIP 
*** : sesuai dengan Pasal 7 huruf j UU KIP diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam UU     
   lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut ( sebutkan pasal dan undang-undangnya) 
**** : Diisi dengan nama jabatan Atasan PPID, sesuai dengan Pengadilan / Satuan Kerja yang bersangkutan 
***** : Diisi dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam pedoman ini. 

 

Lembar untuk  
Pengadilan 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN          

  

       PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK           
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